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   BAB 1. PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang    Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003:1). Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, selain itu pajak juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara, yaitu pada beberapa tahun terakhir penerimaan dari sektor pajak mencapai lebih dari 70% dari total peneriman dalam APBN (Resmi, 2017:1). Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata mengatur hubungan antar satu individu dengan individu lainnya, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Jenis pajak di Indonesia menurut pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Resmi (2017:8), pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, tujuannya yaitu pemerataan penghasilan bagi pemerintah. Jenis pajak pusat meliputi : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengelolahan bahan galian golongan C,  pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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2  dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82).  Berdasarkan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak untuk dapat mengelola dan mengatur potensi pajak daerahnya sendiri baik dari segi pelayanan, pemungutan dan penerimaan pajaknya. Sejak 1997 pada era Reformasi dimulailah pembentukan otonomi daerah, kemudian dibentuklah Undang-Undang No.22 tahun 1999 pasal 14 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2003:98).  Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Setiap tahun wajib pajak diwajibkan memasukkan Surat Pemberitahuan, yang untuk Pajak Bumi dan Bangunan disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan berdasarkan data yang diberikan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuannya maka dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak, untuk PBB disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (Soemitro dan Muttaqin, 2001:5). Sementara itu Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2012 tentang tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bahwa Pajak Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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3  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sistem Pemungutan pajak yang diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan Official Assesment System dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.  Instansi yang berwenang mengelola pajak daerah dijember adalah Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (BAPENDA) menghitung PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Selain itu, pendapatan pajak daerah yang diperoleh selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari dari tabel 1.1 sebagai berikut : Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan pendapatan Pajak Daerah tahunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2014-2016) No. Tahun Anggaran    Target Penerimaan           Realisasi                     Presentase                                         (Rp)                                 (Rp)                               (%)  1       2014                       124.150.000.000,00        116.578.557.515,50       93,90  2       2015                       129.900.625.000,00        123.210.707.077,00       94,85  3       2016                       139.850.025.000,00        136.545.418.829,29       97,64  Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember(2017). Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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4   Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan asli daerah, dan PAD lainnya yang sah. Salah satu pajak yang turut berkontribusi besar menyumbang PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.  Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data atau pendataan objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Pendataan merupakan suatu proses pengumpulan data objek pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB. Objek pajak yang telah dilakukan pendataan seperti identifikasi, verifikasi dan pengukuran objek pajak nantinya akan memperoleh Nomor Objek Pajak(NOP) dan selanjutnya akan dilakukan penetapan sebagai objek pajak PBB. Setelah ditetapkan sebagi objek pajak selanjutnya pihak BAPENDA mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT) yang merupakan pedoman bagi wajib pajak untuk mengetahui pajak terutangnya dan untuk pihan BAPENDA digunakan untuk melakukan penagihan pajak apabila wajib pajak tidak membayar pajak. Penarikan Pajak dilakukan untuk menambah penerimaan daerah untuk menambah pendapatan daerah kabupaten Jember. Pihak BAPENDA telah membuat beberapa langkah untuk menangani tunggakan pajak dengan melakukan pemungutan PBB-P2 dengan teknik Polling yaitu petugas pemungutan turun langsung ke setiap kecamatan dan desa untuk melakukan pemungutan pajak secara langsung dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.  Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ingin membahas bagaimana proses pendataan, penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunan diKabupaten Jember tersebut. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul “ Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember” 
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1.2 Rumusan Masalah  Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan pada Tugas Akhir ini adalah : “Bagaimanakah Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?”. 
1.3  Tujuan dan Manfaat Praktek kerja Nyata  

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata  Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) oleh Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Jember. 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 1. Bagi Mahasiswa  a. Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah. b. Mendapat kesempatan lansung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh selama di bangku kuliah. 2. Bagi Universitas Jember a. Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri serta untuk mempererat hubungan antara universitas dan instansi terkait. b. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar di Universitas Jember khususnya Program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik.  Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,2018), prosedur adalah 

tahap kegiatan  untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode analisis bahasa 

yang konon mengikuti prinsip ilmiah, tetapi dalam kenyataannya melanggar 

karena asumsi penyelidikan tidak konsisten atau karena sulit dilaksanakan dalam 

praktik. Sedangkan menurut Mulyadi (2008:5), prosedur adalah suatu urutan kerja 

, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi 

yang terjadi secara berulang-ulang. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kerja yang melibatkan 

beberapa orang dalam memecahkan masalah dan ditangani secara seragam 

terhadap transaksi organisasi yang terjadi secara berulang-ulang. 

 

2.2 Pajak 

2.2.1  Definisi Pajak 

 Terdapat banyak definisi atau batasan pajak yang dikemukakan oleh para 

pakar, yang keseluruhan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu 

merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Berikut adalah beberapa 

pengertian pajak; 

a. Menurut undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang 

pribadi atau badan yag bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dn digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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b. Menurut Mardiasmo (2016:3), Pajak adalah iuran Rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik ) yang  langsung dapat ditunjuk 

dan yang  digunakan untuk pengeluaran umum. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut 

pajak hanyalah Negara.  Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang dipungut 

berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya 

serta tanpa jasa timbal balik  atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjukkan, semua pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai 

pengeluaran – pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat. 

 

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

 Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi 

(Mardiasmo, 2016 : 4),  yaitu : 

a. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk 

membiayai pengeluaran - pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan 

pemerintah dalam bidang social ekonomi. 

1)  Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

Konsumsi minuman keras 

2)  Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif 

3)  Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%  untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasar dunia. 
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2.2.3 Jenis Pajak 

 Menurut Mardiasmo(2009:5) pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga, 

yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut kelembagaan 

pemungutannya : 

1. Menurut golongannya 

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri 

oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan 

(PPh) 

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai. 

2. Menurut sifatnya 

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: 

Pajak Penghasilan. 

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Menurut lembaga pemungutannya 

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tanga negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, dan Bea Materai. 

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri 

atas:  
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1) Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. 

2) Pajak Kabupaten/kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan 

dan Pajak Bumi dan Bangunagan 

 

2.2.4 Tata Cara Pemugutan Pajak 

 Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan 

pajak, dan sistem pemungutan pajak( Mardiasmo, 2009 : 6), yang akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Stelsel Pajak 

a. Stelsel nyata (riel stelsel), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada 

objek(penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapt 

dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang 

sesungguhnya diketahui. 

b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel), yaitu pengenaan pajak pajak 

didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang 

c. Stelsel Campuran, yaitu stelsel yang merupakan kombinasi antara stelsel 

nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 

berdasrkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya 

2. Asas Pemungutan Pajak 

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yng berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak 

dalam negeri 

b. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 

diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
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c. Asas kebangsaan 

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsasn suatu negara. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan pajak terutang 

ada pada fiskus, Wajib Pajak brsifat pasif dan utang pajak timbul setelah 

dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: wenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung dan 

menyetor serta melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak 

ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besrnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-

cirinya: wewnang menentukan  besarnya pajak yang terutang ada  pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.2.5 Tarif Pajak 

Menurut Meliala (2007:15), tarif pajak terdiri dari 4 (empat) macam yaitu : 

1) Tarif Proporsional, tariff berupa persentase pengenaanya tetap. Akibatnya 

pertambahan jumlah pajak yang harus dibayarakan selalu sepadan dengan 

adany apertambahan objek yang dikenakan pajak (objek pajak=sebagai dasar 
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perhitungannya). Contoh pada Undang-Undang PPN yang menerapkan tariff 

proporsional sebesar 10%  . 

2) Tarif Tetap, tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap walaupun 

objek pajaknya berubah-ubah.  

3) Tarif Progresif, persentase pengenaannya semakin meningkat sesuai dengan 

peningkatan objek pajaknya. Contoh pada Undang-Undang pasal 17 

ditetapkan tarif progerif sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak (%) 

Sampai dengan Rp. 50.000.000 5 

Di atas Rp. 50.000.000 s.d.Rp. 250.000.000 15 

Di atas Rp. 250.000.000 s.d.Rp. 500.000.000 25 

Di atas Rp. 500.000.000 30 

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tariff perogresif dibagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu: 

 

a) Tarif progresif progresif  :Kenaikan Presentase semakin besar 

b) Tarif progresif tetap  : Kenaikan Presentase Tetap 

c) Tarif progresif Degresif  : Kenaikan Presentase semakin kecil 

 

4). Tarif Degresif, persentase pengenaan pajaknya semakin menurun dengan 

meningkatnya objek pajak. 

 

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1  Definisi Pajak Daerah 

 Menurut Mardiasmo (2009:12), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Sedangkan Kontribusi Daerah adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,  Pajak Daerah 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

 Berdasar  penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah 

iuran yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifak memaksa 

berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan kontribusi secara langsung dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

 Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah di Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

 

2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah 

 Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang dimaksud subjek dan wajib pajakdaerah, yaitu : 

a. Subjek Pajak 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak 

daerah. Menurut penjelasan tersebut, baik orang pribadi maupun badan yang 

memenuhi syarat berdasarkan undang-undang sebagai subjek pajak 
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diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk 

pemungutan dan pemotongan pajak tertentu. 

b. Wajib pajak 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan , meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundan-undangan 

perpajakan daerah. 

2.3.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah 

 Menurut Mardiasmo (2009:13) jenis dan tarif pajak daerah dibedakan 

menjadi : 

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas : 

1) Pajak Kendaran Bermotor, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling 

rendah 2% dan paling tinggi sebesar 10%; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, penyerahan pertama sebesar 20%; 

dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ditetapkan paling besar sebesar 

10%; 

4) Pajak Air Permukaan, 10% dan; 

5) Pajak Rokok, ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

1) Pajak Hotel, 10%; 

2) Pajak Restoran, 10%; 

3) Pajak Hiburan, 35%; 

4) Pajak Reklame,25%; 

5) Pajak Penerangan Jalan, 10%; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 10%; 
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7) Pajak Parkir, 30%; 

8) Pajak Air Tanah, 20%; 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 0,03% dan; 

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 5%. 

 

2.3.5 Tata Cara Perhitungan Pajak Daerah 

 Besarnya pokok pajak dihitung dengan  cara mengalikan tarif pajak 

dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk 

setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk 

semua jenis pajak pusat (Siahaan,2016;91). 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak  

 

 

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012, bahwa Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 

adalah pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasasn yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

 

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan 

 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki dasar 

hukum yang kuatdalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berkewajiban 

mematuhi peraturan tersebut. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut : 
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a. Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Peraturan DaerahKabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

c. Peraturan Bupati Jember No. 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kabupaten Jember. 

 

2.4.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  Perkotaan  

Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 Pasal 5 (2), Objek PBB-

P2 dalah Bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan 

oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yng digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 pasal 9, Subjek Pajak 

PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yag secara nyata mempunyai suatu 

hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi dan atau memiliki, 

menguasai dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

2.4.4 Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

 Dalam Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Jember, yang tidak termasuk Objek Pajak PBB-P2 adalah : 

a. Digunakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintan Daerah untuk 

penyelenggaraan Pemerintah. 

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, 

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah 

sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain. 
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c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, hutan nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasi oleh desa dan tanah negara yang belum 

dibebani suatu hak. 

 

2.4.5 NJOP, NOP, NJOPTKP dan NPWPD 

 Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, NJOP, NOP, NJOPTKP dsn 

NPWPD adalah : 

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terjadi 

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan 

objek pajak yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

2. Nomor  Objek Pajak (NOP) adalah nomor identitas Objek Pajak Bumi dan 

Bangunan yang diberikan pada saat pendaftaran dan atau pendataan objek 

pajak bumi dan bangunan dan digunakan dalam administrasi perpajakan serta 

sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakan. 

3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP 

bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan 

kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

digunakan sebagai tanda pengenal diri atau indentitas wajib pajak. 

 

2.4.6 Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Perhitungan PBB-P2 

a. Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 pasal 11 dasar 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah nilai 

jual objek pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan perwilayah kecamatan 3 

tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang berkembang pembangunannya 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


17  
mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP 

dapat ditetapkan setahun sekali berdasarkan keputusan Bupati. 

b. Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan 

Menurut peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 pasal 12 tarif Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut : 

1) Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliyar rupiah) 

sebesar 0,110% pertahun. 

2) Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) sebesar 

0,205% pertahun; dan 

3) Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah) pertahun. 

c. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan  yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOPTKP) Nilai jual untuk bangunan sebelum 

diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP sebesar 

sepuluh juta rupiah. Secara umu perhitungan PBB-P2 adalah sesuai dengan 

rumus berikut : 

Pajak Terutang    = Tarif Pajak x  Dasar Pengenaan Pajak 

   = Tarif Pajak x  (NJOP  -  NJOPTKP) 

   = Tarif Pajak x{NJOP Bumi + (NJOP bangunan- 

NJOPTKP)} 

 

2.4.7 Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

A. Prosedur Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
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Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 pasal 14 tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

: 

1) Pendaftaran Objek Pajak atau Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan 

Bangunan dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan cara 

mengajukan permohonan dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(LSPOP) secara benar, jelas dan lengkap. 

2) Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) sebagaimana 

dimaksud pada ayat satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

3) Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat 

satu (1) disediakan dan dapat diperoleh secara cuma-cuma dibadan 

pendapatan atau ditempat tempat lain yang ditunjuk. 

4) Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) harus ditandatangani oleh subjek 

pajak atau wajib pajak dan dikembalikan kepada Bupati melalui Badan 

Pendapatan dan atau Unit Pelaksaan Teknis Pendapatan (UPT) 

pendapatan, paling lama tiga puluh hari kerja setelah tanggal diterimanya 

SPOP atau LSPOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan 

oleh subjek pajak. 

5) Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 

dilampiri bukti-bukti pendukung seperti : 

1. Sketsa atau denah objek pajak; 

2. Foto copy KTP; 

3. Foto copy sertifikat tanah; 

4. Foto copy ijin mendirikan bangunan(IMB);dan 

5. Foto kopy akta jual beli (AJB). 

6) Badan pendapatan atau Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan(UPT) 

pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) membuat laporan 
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19  
pengembalian SPOP dan LSPOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan. 

7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum tidak terpisahkan dari ayat ini. 

B. Prosedur Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2014 (pasal 20) 

tentang tata cara penertiban, penyampaian, pembetulan SPPT Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah : 

1) Berdasarkan SPOP/LSPOP, setelah dihitung dan ditetapkan besarnya 

pajak yang terutang, Dinas penerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) yang merupakan ketetapan pajak 

terutang untuk masa 1 (satu) tahun pajak. 

2) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu 1 

(satu) tahun takwim. 

3) Bahwa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-

P2) bukan merupakan bukti kepemilikan hak. 

4) SPPT Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) yang ditanda tangani oleh Kepala 

Dinas. 

5) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak 

(DHKP)dalam rangka 4 (empat) dan ditanda tangani oleh kepala Dinas, 

masing masing diperuntutkan :  

a. Desa / Kelurahan (lembar ke-1); 

b. Kecamatan (lembar ke-2); 

c. UPT. Pendapatan (lembar ke-3); dan 

d. Dinas (lembar ke-4) 

6) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Daftar Himpunan 

Ketetapan Pajak (DHKP) harus sudah selesai seluruhnya paling lama 

bulan Februari pada tahun yang bersangkutan. 
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7) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 21 yaitu bahwa : 

1) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam 

hal-hal sebagai tersebut:  

a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/ Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) sebagaimna dimaksud dalam pasal 

14 ayat 1 : 

1. Tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditanda 

tangani oleh wajib pajak ; dan 

2. Tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas 

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 

2) Jumlah pajak yang terutang dalam surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

yang disebabkan SPOP/LSPOP tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap 

serta tidak ditanda tangani oleh wajib pajak atau pengembalian SPOP/LSPOP 

lewat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima wajib pajak adalah sebesar pokok 

pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima 

besar) dihitung dari pokok pajak. 

C. Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No.31 tahun 2014 (pasal 39) tentang 

Tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

adalah : 

1) Untuk melakukan penagihan pajak yang terutang dalam Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo 

pembayaran dan atau denda administrasi, kepala dinas dapat menerbitkan 

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 
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2) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) diterbitkan bila : 

a. Wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang sampai dengan batas 

waktu jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 

b. Wajib pajak melunasi pajak terutang setelah lewat jatuh tempo 

pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD) tetapi denda administrasi tidak 

dilunasi; dan 

c. Dari pemeriksaan Surat Tanda Terima setoran (STTS)/Surat Setoran 

Pajak Daerah (SPPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai salah 

satu akibat salah satu dan/atau salah hitung. 

3) Batas waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD) diterima oleh wajib pajak. 

4) Pada Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) diperhitungkan sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari saat 

jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. 

5) Atas Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan atau pengurangan dan wajib pajak 

dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan 

Pajak Daerah (STPD) jika ternyata wajib pajak telah melunasi kewajiban 

pajaknya. 

6) Bentuk dan isi STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 

XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN  
3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata 3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan  di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa No.71 Jember, yaitu pada Bidang III Penagihan dan Keberatan.  3.1.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas nomor 4338/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 1 November sampai dengan 30 November 2017 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu: Tabel3.1 :Hari efektif Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember HariKerja Jam Kerja Jam Istirahat Senin s/d Kamis 07.00 – 15.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB Jum’at 07.00 – 15.00 WIB 11.00 – 13.00 WIB Sabtu dan Minggu Libur Libur Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017)  

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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23  Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada bidang yang masih berkaitan dengan judul tersebut, yaitu Bidang Penagihan pada bidang ini diberikan tugas untuk menginput data, mencatat, pemilihan, pengecekan terhadap berkas, terutama untuk jenis pajak PBB-P2 diberikan tugas untuk merekap tunggakan Wajib Pajak. Selain itu pada bidang ini penulis diberikan tugas untuk ikut serta melakukan penagihan pajak secara langsung dibeberapa kecamatan di Kabupaten Jember atau dinamakan dengan metode polling. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari beberapa seksi yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, yaitu sebagai berikut : 1. Seksi Penagihan Seksi Penagihan memiliki tugas melaksanakan kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan keberatan. Berikut ini adalah fungsi seksi penagihan : a) Penyusunan  rencana program dan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b) Penyampaian SPPT/SKPD/SKRD dan sarana administrasi lainnya yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; d) Perumusan langkah-langkah dalam mengintensikan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo; f) Penerbitan surat tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo; g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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24  h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; i) Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; j) Penata Usaha Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; k) Pelaksanaan pemprosesan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; l) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban. 2. Seksi Keberatan dan Pengurangan. Seksi keberatan dan pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan pajak lainnya, dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, seksi keberatan dan pengurangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan restitusi; b) Melaksanakan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan atu pengurangan, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran, dan pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi adminitrasi Pajak Daerah; c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak Daerah; d) Pelaksanaan koordinasi dan kerja serta dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan atas penetapan Pajak Daerah; e) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan kberatan wajib Pajak Daerah; f) Penyampaian laporan hasil Penelitian untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak; Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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25  g) Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan pengurangan; h) Penyusunan surat keputusan untuk diterima sebagai atau seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan Laporan Hasil Penelitian; i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan keberatan Pajak Daerah; j) Pelaksanaan pemberian layanan restitusi dan kompensasi, penundaan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah; k) Penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindahan buku; l) Pelaksanaan pemindahan bukan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah akibat terjadinya retribusi; dan m) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.  3.2.2  Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:           Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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26  Tabel 3.2 Daftar Praktek Kerja Nyata Kegiatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hasil Kegiatan (a) (b) (c) Rabu, 1 November 2017 Penanggung Jawab: Ibu Siti staf dibagian TU 1. Hari pertama magang menemui ibu siti menyampaikan bahwa sudah mulai magang setelah itu menemui ibu Yunita selaku Kabid. Penagihan dan Keberatan di bidang III. 2. Memberikan penjelasan singkat mengenai tatib yang harus ditaati peserta PKN 3. Perkenalan dengan para pegawai Bidang III ( Penagihan dan Keberatan ) 1. Dapat diterima dengan baik oleh Kabid Bidang III beserta jajarannya 2. Telah mengetahui dan siap menaati peraturan atau perintah yang diberikan 3. Dapat berkenalan dengan semua pegawai.  Kamis, 2 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Agus staf Penagihan dan Keberatan Mengelompokkan STS bersarkan jenis pajaknya, seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan lain-lain Mengetahui berbagai  jenis STS Pajak Jumat, 3 November 2017 Penanggung Jawab: Ibu Dyah Ayu ataf Penagihan dan Keberatan Menginput data jadwal perjalanan dinas Polling Bidang III bulan Oktober 2017  Mengetahui dan mempelajari sistem pemungutan PBB dengan Polling Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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27  (a) (b) (c) Selasa, 7 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Irfan sraf Penagihan dan Keberatan Mengecek Struk Pembayaran PBB-P2 beberapa Kecamatan di kabupaten Jember  Mempelajari proses pengecekan setelah penarikan PBB-P2  Rabu, 8 November  2017 Penanggung Jawab: Bpk Agus dan Beni staf Penagihan dan  Melakukan Penagihan PBB-P2 langsung (polling) ke kecamatan Rambipuji. Berhasil melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung ke kecematan Rambipuji (Polling) Kamis, 9 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Beni Staf Penagihan dan Keberatan Menginput Data STS (Surat Tanda Setoran) PBB-P2 Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari di Kabupaten Jember  Berhasil menginput data STS PBB-P2 kecamatan Kaliwates dan Sumbersari. Jumat, 10 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Taufik staf Penagihan dan Keberatan  Menginput Data Penagihan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Kabupaten Jember Berhasil menginput data STS Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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28  (a) (b) (c) Selasa, 14 November  2017 Penanggung Jawab: Bapak Agus dan Bapak Beni staff Penagihan dan Keberatan  Melakukan Penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) ke kecamatan Tegal Besar Berhasil melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) ke kecamatan Tegal Besar  Rabu, 15 November  2017 Penanggung Jawab: Bapak Beni Staff Penagihan dan keberatan.   Menginput data penagihan  PBB-P2 beberapa kecamatan di Kabupaten Jember.  Berhasil menginput data penagihan PBB-P2 beberapa kecamatan di Kabupaten Jember Kamis, 16 November  2017 Penanggung Jawab: Bapak Irfan Staff  Penagihan dan Keberatan.      1. Mengelompokan STS berdasarkan jenis Pajaknya, seperti PBB-P2 dan Pajak Parkir. 2. Menginput data penagihan pajak PBB-P2 kecamatan tempurejo di Kabupaten Jember Berhasil mengelompokan STS berdasarkan jenisnya dan menginput data penagihan pajak PBB-P2 kecamatan Tempurejo.  Jumat, 17 November  2017 Penanggung Jawab: Bapak Taufik Staff Penagihan dan Keberatan  Melakukan Penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) ke Kecamatan Puger. Berhasil melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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29  (a) (b) (c) Selasa, 21 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak irfan staff penagihan dan keberatan.  Melakukan Penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) ke Kelurahan Jumerto, Kecamtan Patrang.  Berhasil melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling)   Rabu, 22 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak taufik staff penagihan dan keberatan.  1. Mengelompokan STS berdasarkan jenis pajaknya (pajak parkir dan pajak restoran) 2. Menginput data penagihan PBB-P2 Kecamatan Balung.  Berhasil mengelompokan STS pajak Parkir dan Pajak Restoran dan berhasil menginput data penagihan PBB-P2 Kecamatan Balung  Kamis, 23 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak beni staff penagihan dan keberatan.  Menginput data penagihan PBB-P2 Kecamatan Mangli.  Berhasil menginput data penagihan PBB-P2. Jumat, 24 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak beni staff penagihan dan keberatan.  Menginput data penagihan PBB-P2 Kecamatan Ajung.  Berhasil menginput data penagihan PBB-P2  Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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30  Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017)  (a) (b) (c) Senin, 27 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak agus staff penagihan dan keberatan. 1. Mengelompokan STS berdasarkan jenis pajaknya. 2. Melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) ke kelurahan gebang, kecamtan patrang. Berhasil melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) Selasa, 28 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak taufik dan  Bapak beni staff penagihan dan keberatan 1. Menginput data penagihan PBB-P2 kaliwates. 2. Menginput data penagihan PBB-P2 Kelurahan Sabrang, Kecamatan Ambulu. Berhasil Menginput data penagihan PBB-P2 beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember. Rabu, 29 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak taufik staff penagihan  Menginput data penagihan PBB-P2 kecamatan Kalisat dan Jelbuk Berhasil menginput data penagihan PBB-P2 kecamatan Kalisat dan Jelbuk Kamis, 30 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Hendra dan para staff penagihan dan keberatan   1. Melengkapi  data yang akandijadikanLaporan PKN 2. Perpisahandengan Staff  Penagihan dan KeberatanBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Berhasil melengkapi data untuk laporan PKN dan melkukan perpisahan dengan staff penagihan dan keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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31  1.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata     Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:  a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;  b. Meminta blanko judul kebagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;  c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat Laporan Praktek Kerja Nyata keakademik;  d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata.   
3.3 Jenis dan Sumber Data  

 3.3.1 Jenis Data  Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa symbol angka atau bilangan.   3.3.2 Sumber Data  Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:  a. Data Primer Adalah data yang diperoleh langsung dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.Data primer diperoleh dari data-data terkait pendapatan seperti SPOP Pajak Bumi dan Bangunan, serta penetapan pajak bumi dan bangunan berupa SPPT dan penagihan pajak SPPT. b. Data Sekunder Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti buku, internet, undang-undang dan peraturan daerah. Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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32   
3.4 Metode Pengumpulan Data  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:  a. Studi Pustaka Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata.  b. Observasi Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember. c. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selain itu wawancara juga dilakukan kepada wakil Bidang Penagihan dan Keberatan. Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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    BAB 5. PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil Laporan Tugas Akhir yang dilaksanakan pada kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu dapat mengetahui dan mendeskripsikan prosedur pendataan, penetapan dan 

penagihan pajak bumi dan bangunana perdesaan dan perkotaan kabupaten Jember. 

Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember merupakan dasar dari  pendataan, 

penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jember, 

prosedur pendataan, penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunann 

perdesaan dan perkotaan penulis simpulkan sebagai berikut : 

1. Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dilakukan dengan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

oleh wajib pajak yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan 

lapangan oleh pihak BAPENDA. 

2. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dilakukan setelah diterimanya berita acara pemeriksaan lapangan oleh 

bidang pendataan yang kemudian akan diberikan penomoran pada 

objek pajak dan dilakukan dengan di terbitkannya Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 

3. Penagihan dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi pajak yang 

terutang sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran SPPT 

atau wajib pajak telah melunasi pajak terutang setelah jatuh tempo 

pembayaran SPPT tetapi denda administrasi tidak dilunasi atau 

terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan salah hitung. 

Namun kini wajib pajak telah dimudahkan dalam hal pembayaran pajak, karena 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (BAPENDA) telah membuat 

kebijakan baru untuk mengurangi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan yaitu Petugas Penagihan dari BAPENDA yang 
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   53  
mendatangi setiap kecamatan atau kelurahan untuk melakukan pemungutan pajak 

yang disebut Teknik Polling. 

 
 
5.2 Saran 
 
 Berdasarkan Laporan Tugas Akhir yang dilakukan penulis di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, kini wajib pajak telah dimudahkan dalam 

hal penagihan pajak dengan teknik Polling hal ini juga menguntungkan bagi 

BAPENDA untuk memenuhi target pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

1. Untuk bidang penagihan BAPENDA Jember, dalam melakukan penagihan 

pajak sudah sangat baik, kebijakan baru seperti Teknik polling yang 

memudahkan wajib pajak perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk 

sektor pajak yang lain. 

2. Untuk BAPENDA agar melakukan sosialisasi lebih mendalam kepada 

masyarakat tentang perpajakan dan kewajiban membayar pajak, sehinggga 

pengetahuan masyarakat tentang pajak lebih luas. Khususnya masyarakat 

yang ada dipedesaan. 

3. Untuk wajib pajak perlu mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember selaku unit pelaksana teknis pendapatan daerah agar 

lebih paham dan taat dalam dalam melaporkan dan membayar pajak. 
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